
a. bahwa untuk mempercepat proses pcmberdayaan 
masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten 
Puncak J aya, perlu meningkatkan daya guna dan 
basil guna perencanaan pembangunan di 
Kabupaten Puncak Jaya; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah 
(RPJPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 
dan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan ,Jangka Mcncngah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022 dan 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah clan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah harus dijabarkan dalam 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada 
tahun yang bersangkutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dlmaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Puncak Jaya. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat clan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian 
Barnt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propin¥si 
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten t1 Mimika, Kabupaten Puncak Jaya clan Kota Sorong 
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7. Peraturan Pernerintah Norrror 25 T'a.h u n 2000 
tentang Kcwenangan Pemerintah clan Kewenangan 
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 3952); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

a~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia f rNomor 4578); 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3894) jo, Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pemberrttrkan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provin si 
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sarong 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 3960); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang 
Perubahanan Kedua atas Undang-Undarig Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

______ , 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pcngendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1312); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1114); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2022; 

16. Peraturan Dacrah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 
6 Tahun 2008 tentang Urusan =« 

~ Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah f- r Kabupaten Puncak Jaya. · 

·,__... 



Pasal 5 
Bentuk dan Susunan Rencana Kcrja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun' 

~ 2022 ~~l~ngkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan 
,-- f Bupati iru. 

Pasal 4 
(1) Prngram/Kegialan yang tidak tertuang dalam Dokumen RKPD 

Tahun 2022 tidak dapat dimasukan dalam Rencana Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah. 

(2) Program/ Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat 
mendesak dapat dibiayai melalui perubahan anggaran dengan pagu 
anggaran setinggi-tingginya 1 % (satu per seratus) dari total belanja 
langsung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah. 

(3) Program/kegiatan yang bersifat darurat seperti bencana alam, 
pendampingan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Provinsi, dapat dibiayai melalui perubahan Anggaran dengan pagu 
Anggaran setinggi-tingginya 10 % (sepuluh per seratus) dari total 
belanja langsung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

Pasal 3 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang 
akan dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APED) Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 
2022. 

Pasal 2 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 berisi Rencana 
Program/Kegiatan Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 sebagai 
Penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022 dan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Puncak Jaya Tahun 2005-2025. 

Pasal 1 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 
2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022, merupakan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) 
Tahun yaitu Tahun 2022, yang di mulai tanggal 1 Januari 2022 dan 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 

PERATURAN BUPATI PUNCAK JAVA TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupatcn Punco..k .Jaya, 

---··------· 


